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ABSTRAK 

Penulisan skripsi yang dilatarbelakangi dengan banyaknya pencatatan perkawinan beda agama di 

Indonesia yang menjadi polemik dengan ditambah berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2023 menambah pro dan kontra terhadap pencatatan perkawinan beda agama. 

Dengan banyaknya tafsiran terkait perkawinan beda agama menimbulkan ketidakpastian hukum 

dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Tujuan yang dibahas dalam skripsi ini 

adalah Pengaturan pelaksaaan perkawinan beda agama di Indonesia, Pertimbangan Hukum Hakim 

dalam Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan Keberlakuannya 

Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 dan Kepastian Hukum 

Pencatatan Perkawinan Beda Agama di Indonesia Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2023. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang 

menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual 

(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach).  Hasil dari penelitian ini 

menyimpulkan bahwa 1. Pengaturan perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur secara tegas 

di dalam hukum positif di Indonesia. Seluruh agama yang diakui di Indonesia tidak ada yang 

memperbolehkan melaksanakan perkawinan beda agama. 2. Pertimbangan hakim dalam Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby telah berdasarkan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan Pasal 35 a Undang-Undang Nomor 23 

tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Dengan berlakunya Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2023 tidak membuat keberlakuan putusan ini menjadi tidak sah. 3. 

Kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia sudah ditentukan dalam 

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2  Tahun  2023. 

Kata Kunci: Beda Agama; Pencatatan; Perkawinan; Surat Edaran 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia terkenal dengan beragam budaya dan adat istiadat yang telah diwariskan 

dari generasi ke generasi, serta berbagai agama dan kepercayaan. Se tiap kelompok 

memiliki aturan sendiri. Membangun sebuah keluarga adalah bagian alamiah dari 

hidup manusia dan merupakan cara untuk mewariskan keturunan kepada orang lain. 

Dalam banyak keyakinan, takdir manusia untuk berpasangan adalah manifestasi dari 

keagungan ilahi, dan keluarga adalah langkah pertama dalam perkembangan manusia. 

Kedamaian dalam kehidupan adalah tujuan membangun keluarga.1 

Seperti halnya dalam perkawinan, keragaman budaya dan peraturan yang terkait 

tidak dapat dipisahkan dari agama, kepercayaan, dan pengetahuan masyarakat dan para 

pemimpin agama di lingkungan mereka. Perkawinan selalu dikaitkan dengan norma 

perkawinan dan prinsip agama, sehingga dianggap sakral. Tidak ada undang-undang 

yang mengatur dan mengharmonisasikan perkawinan di Indonesia sebelum Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pada masa itu, perkawinan 

dilakukan berdasarkan agama dan komunitas masing-masing.2 Undang-undang Nomor 

 
1Khoirul Anam, “Studi Makna Perkawinan Dalam Perspektif Hukum di Indonesia (Komparasi Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata dengan Kompilasi Hukum Islam)”, E-Journal Syari’ah dan Hukum 

Islam, Vol. 5, No.1, (Tulungagung : Universitas Tulungagung, 2022), hlm. 59 
2Wibowo Tunardy, Pengertian Perkawinan, https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan,  

Diakses pada tanggal 02 Agustus 2023, pukul 20.45 WIB  

https://www.jurnalhukum.com/pengertian-perkawinan
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1 Tahun 1974 menetapkan hukum perkawinan yang dianut oleh warga Indonesia 

sebagai negara yang beragama dan bernegara hukum. 

Anwar Haryono berpendapat bahwa perkawinan adalah ikatan sakral antara seorang 

pria dan seorang wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang sejahtera. Sementara 

Subekti berpendapat bahwa perkawinan adalah hubungan legal yang berlangsung lama 

antara seorang pria dan seorang wanita.3 Dengan demikian, hubungan yang sah dan 

terikat antara lelaki dan perempuan yang terikat dalam perkawinan disebut perkawinan. 

Prinsip ketuhanan, yang tercermin dalam Pancasila, terutama sila pertama, yaitu 

"Ketuhanan Yang Maha Esa", menjadikan Indonesia sebagai negara yang kuat. Oleh 

karena itu, ada hubungan yang kuat antara perkawinan dan nilai-nilai spiritual, 

meskipun aspek kebatinan juga penting. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1974 tentang Perkawinan, yang telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 

2019 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk 

membentuk ikatan fisik dan spiritual antara seorang pria dan seorang wanita sebagai 

suami dan istri, dengan tujuan untuk membentuk keluarga dan rumah tangga yang 

bahagia dan abadi berdasarkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. 

Untuk membentuk keluarga yang bahagia sesuai dengan kehendak Sang Pencipta, 

tujuan perkawinan yang dijelaskan dalam bab ini sangat komprehensif karena 

memasukkan aspek fisik dari ikatan perkawinan serta aspek rohani dari hubungan 

 
3Muksalmia, “Pernikahan Sirih Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif”, Jurnal Inovasi 

Penelitian, Vol.1, No.2, (Mataram: Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, 2018), hlm. 1 
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suami istri. Perkawinan juga didasarkan pada iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Oleh 

karena itu, perkawinan dengan agama memiliki relevansi yang kuat di Indonesia karena 

menghormati peran penting unsur ketuhanan selain aspek fisik dan spiritual. 

Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, "Perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu." Selain 

itu, Pasal 2 ayat (2) menetapkan bahwa perkawinan harus dicatat menurut perundang-

undangan yang berlaku. Karena itu, perkawinan antara agama berbeda menimbulkan 

banyak masalah di Indonesia. Berdasarkan Pasal 2 Ayat (1), Undang-Undang Nomor 1 

tahun 1974 menetapkan bahwa perkawinan antara individu yang berbeda agama tidak 

boleh dilakukan. Perkawinan antara orang yang berbeda agama ini dilarang menurut 

Konstitusi Hukum Islam. Hal ini sesuai dengan Huruf C Pasal 40 Bab VI tentang 

Larangan Kawin, yang menyatakan bahwa dalam keadaan tertentu, seorang wanita 

yang tidak beragama islam, perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita 

dilarang. Peraturan ini, seperti yang telah ditetapkan oleh Kompilasi Hukum Islam, 

melarang perkawinan antara orang yang berbeda agama. Buku Hukum Islam sendiri 

telah digunakan sebagai referensi untuk menyelesaikan masalah seperti perkawinan.4 

Pasal 35 huruf an Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi 

Kependudukan mengatur pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. Menurut 

undang-undang ini, pencatatan perkawinan yang disebut dalam Pasal 34 berlaku pula 

 
4Helmi Muhammad, “Kedudukan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi 

Hukum Islam Menurut Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”,Vol. XV,  No.1,  Jurnal Pemikiran 

Hukum Islam, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2016), hlm. 6  
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untuk perkawinan yang telah ditetapkan oleh pengadilan. Perkawinan antar orang yang 

berbeda agama disebut perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan.5 Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah undang-undang 

yang selalu memungkinkan setiap individu untuk mencatatkan perkawinannya di dinas 

pencatatan sipil. Tujuan pencatatan perkawinan adalah untuk memberikan kepastian 

hukum, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pasangan yang telah dikawini. Oleh 

karena itu, pencatatan perkawinan merupakan persyaratan formal yang diperlukan 

untuk sahnya perkawinan.6 Dalam pasal tersebut, penetapan pengadilan tentang 

perkawinan antara dua orang yang berlainan agama dapat dicatat. 

Kasus perkawinan beda agama seperti yang diputuskan oleh Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 916/Pdt.P.2022/PN.Sby menunjukkan bahwa Rizal Adikara, yang 

beragama Islam, dan Eka Debora Sidauruk, yang beragama Kristen, mengajukan 

permohonan penetapan pencatatan perkawinan di Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surabaya. Para pemohon telah setuju untuk mencatatkan dan melaksanakan 

perkawinan di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Surabaya. Mereka juga telah memberi tahu Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan 

Sipil Kota Surabaya tentang hal ini. Namun, karena perbedaan agama, para pemohon 

 
5Pasal 35 Huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 
6Karyasuda Muhammad, Perkawinan Beda Agama Menakar Nilai-Nilai Keadilan Kompilasi Hukum 

Islam, (Yogyakarta : Total Media, 2006), hlm. 137 
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disarankan untuk mendapatkan keputusan dari pengadilan negeri setempat, tempat 

mereka berkedudukan hukum.7 

Dalam Putusan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby, hakim mempertimbangkan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975. Menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

dan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkawinan hanya 

sah jika dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pasangan. Menurut 

Pasal 35 huruf an Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Adimnistrasi 

Kependudukan, perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan dimaksudkan untuk 

perkawinan yang terjadi antara dua orang yang berbeda agama. Secara yuridis dan 

kronologis, para pemohon telah setuju untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan 

rasa cinta dan kasih sayang tetapi tetap berpegang pada keyakinan agamanya masing-

masing. Kedua belah pihak orang tua pemohon juga telah menyetujui dan memberikan 

izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan Pejabat Kantor Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya. Dalam kenyataannya, yuridis juga 

memenuhi syarat-syarat perkawinan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa 

perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Fakta bahwa 

Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Kristen memiliki hak untuk 

mempertahankan agama mereka masing-masing dalam hal melanjutkan perkawinan 

 
7Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby 
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mereka untuk membentuk rumah tangga. Hal ini sesuai dengan Pasal 29 UUD 2945, 

yang mengatur kebebasan untuk memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Pasal 28 B UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk membentuk 

keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah; ini sejalan dengan 

Pasal 29 UUD 1945, yang menjamin bahwa negara dalam kemerdekaannya 

memberikan kebebasan kepada setiap warga negaranya untuk memeluk agama mereka 

sendiri. Karena itu, hakim dapat memberikan izin kepada para pemohon untuk 

melangsungkan perkawinan di hadapan pejabat di Kantor Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil Kota Surabaya. 

Berdasarkan penjelasan tersebut, keputusan pengadilan yang memberikan izin 

untuk mencatatkan perkawinan beda agama telah menyebabkan banyak polemik. 

Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 

2023 tentang Petunjuk Bagi Hakim dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan 

Perkawinan Antar Umat Yang Berbeda Agama dan Kepercayaan sebagai tanggapan 

atas polemik dan kontroversi tersebut. Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 huruf f Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan harus digunakan oleh hakim, 

menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023, karena pengadilan 

tidak dapat mengabulkan permohonan pencatatan perkawinan antar umat yang berbeda 

agama dan kepercayaan. Dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2023, banyak pertanyaan muncul tentang kepastian hukum pencatatan 

perkawinan beda agama di Indonesia dan nasib putusan yang telah terlanjur 

mencatatkan perkawinannya sebelum keluarnya surat edaran ini. 
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Berdasarkan uraian latar belakang, maka peneliti akan membahasnya secara ilmiah 

dalam bentuk skripsi yang berjudul Pencatatan Perkawinan Beda Agama di 

Indonesia Pasca Berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 

2023 (Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 

916/Pdt.P/2022/PN.Sby). 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang yang dijelaskan tersebut, maka permasalahan 

yang dibahas dalam penelitian penulisan skripsi ini adalah: 

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia? 

2. Bagaimana Pertimbangan Hukum Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN.Sby dan keberlakuannya pasca 

berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023? 

3. Bagaimana kepastian hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia 

pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang peneliti angkat diatas, makan tujuan penelitian 

skripsi ini adalah: 

1. Untuk menjelaskan dan menganalisis pengaturan pelaksanaan perkawinan beda 

agama di Indonesia dan mengetahui proses pencatatan perkawinannya; 

2. Untuk menjelaskan dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam  

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN/Sby dan 
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keberlakuannya pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 

Tahun 2023; 

3. Untuk menjelaskan dan menganalisis kepastian hukum pencatatan perkawinan 

beda agama di Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 2 Tahun 2023. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh peneliti dalam penelitian skripsi ini adalah: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoritis dalam penelitian ini peneliti berharap akan mendapatkan 

manfaat sebagai berikut: 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah perbendaharaan dan literatur 

bacaan di perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya khususnya di 

bidang hukum perdata. 

b. Untuk menambah khasanah perkembangan hukum perdata khususnya dalam 

konteks hukum perkawinan. 

c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pada literatur yang 

terkait dengan masalah kepastian hukum dalam pencatatan perkawinan beda 

agama di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis terhadap: 

a. Masyarakat Umum 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan 

pemahaman masyarakat mengenai pencatatan perkawinan beda agama di 

Indonesia. 

b. Pengadilan 

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberi masukan bagi pihak 

pengadilan dalam proses pengajuan penetapan perkawinan beda agama. 

c. Peneliti 

Hasil penelitian ini untuk menambah pengalaman dan sarana pembelajaran 

peneliti dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya. 

E. Ruang Lingkup Penelitian 

Agar penelitian tersebut tidak menyimpang dari judul peneliti, maka peneliti 

membatasi permasalahan dalam penelitian ini hanya membahas mengenai pengaturan 

pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia, pertimbangan hukum hakim dalam 

Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 914/Pdt.P/2022/PN.Sby, dan kepastian 

hukum pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia pasca berlakunya Surat Edaran 

Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 
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F. Kerangka Teori 

Kerangka Teori adalah suatu konsep atau gambaran yang mencakup penjelasan dari 

semua elemen yang menjadi fokus penelitian ini.8 Dalam kerangka teori, terdapat 

representasi dari perkembangan pemikiran peneliti yang bertujuan untuk mencapai 

kesimpulan yang sesuai konteks penelitian. Untuk mengkaji serta menganalisis 

permasalahan tentang pencatatan perkawinan beda agama di di Indonesia pasca 

berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 (Studi Putusan 

Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN/Sby) sebagai berikut: 

1. Teori Kepastian Hukum 

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum terletak pada kemampuan untuk 

menjalankanhukum dengan efektif. Kepastian hukum didasarkan pada kebutuhan akan 

regulasi hukum yang dibuat oleh otoritas yang memiliki kewenangan dan otoritas yang 

cukup, sehingga peraturan tersebut memiliki aspek hukum yang memastikan bahwa 

aturan tersebut harus diikuti dan dipatuhi.9 Dalam teori kepastian hukum memiliki dua 

pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum yang membuat individu 

mengetahui perbuatan apa yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan dan yang kedua 

berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah. Kepastian 

 
8Laeli Nur Azizah, Pengertian Kerangka Teori : Contoh dan Cara Membuatnya, 

https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori /  , Diakses pada tanggal  04 Agustus 2023, pukul 

01.07 WIB 
9Zainal Asikin, Pengantar Tata Hukum Indonesia, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), hlm.30 

 

https://www.gramedia.com/literasi/kerangka-teori%20/
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hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang dengan suatu putusan 

hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya. 

Gustav Radbruch dalam pandangannya mengenai kepastian hukum, didasarkan 

pada gagasan bahwa kepastian hukum itu sendiri adalah produk hukum. Radbruch 

menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan hasil dari proses pembuatan peraturan 

hukum, khususnya melalui perundang-undangan. Baginya, dalam konteks kepastian 

hukum, hukum memiliki peran positif dalam mengatur kepentingan individu dalam 

masyarakat, dan kewajiban untuk mematuhi hukum positif tersebut tetap ada, 

meskipun terkadang hukum positif dianggap tidak sepenuhnya adil. 

Di Indonesia, terdapat  berbagai pandangan terkini mengenai peran hukum dalam 

proses pembangunan, yang telah diterangkan oleh Mochtar Kusumaatmadja. Ia 

menjelaskan bahwa dalam kerangka hukum, terdapat dua peran utama, yakni sebagai 

instrumen untuk menjaga keterauran dalam masyarakat dan sebagai alat untuk 

menginisiasi perubahan dalam masyarakat.10 

Peneliti menggunakan teori kepastian hukum ini dalam rangka untuk membahas dan 

menganalisis kepastian hukum terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia 

pasca berlakunya Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023. 

 

 

 
10Ahmad Ubbe, Putusan Hakim sebagai “Rekayasa Sosial dalam Pembinaan Hukum Nasional”, 

tulisan pada Majalah Hukum Nasional No. 1 Tahun 2002 yang diselenggarakan BPHN Depkeh dan 

HAM, Jakarta, hlm. 72 
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2. Teori Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan hakim adalah tahapan hakim untuk mempertimbangkan fakta-fakta 

yang terungkap selama proses persidangan. Dalam proses ini adalah salah satu hal yang 

terpenting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum serta mengandung 

kebermanfaatan untuk pihak bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus 

disikapi dengan baik, teliti, dan cermat. Pertimbangan hakim dapat dibatalkan oleh 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung apabila dalam pertimbangannya yang tidak 

disikapi dengan teliti, baik dan cermat.11 

Wiryono Kusumo meyatakan bahwa pertimbangan adalah landasan utama bagi 

hakim dalam memberikan keputusan dalam suatu kasus. Apabila pertimbangan hakim 

yang diungkapkan dalam bentuk pendapat tersebut tidak akurat dan tidak sesuai, maka 

dapat diartikan bahwa keputusan tersebut tidak tepat dan tidak adil. Dalam proses 

pengambilan keputusan, hakim mempertimbangkan hukum yang berasal dari bukti-

bukti dan fakta yang ada. Hakim membutuhkan bukti yang kuat sebagai dasar 

pertimbangan dalam membuat keputusan dalam sebuah kasus. Dalam pertimbangan 

hakim, yang sangat penting adalah mempertimbnagkan aspek keadilan (ex aequo et 

bono), juga memperhatikan unsur kepastian hukum dan kemanfaatan bagi pihak yang 

terlibat. Apabila pertimbangan ini tidak dilakukan secara cermat dan hati-hati, maka 

Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung memiliki hak untuk membatalkannya.12 

 
11A.Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama, cet. V (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2004), hlm. 140 
12A. Mukti Arto. Ibid., hlm.140 



13 

 

13 

 

Dalam pertimbangan terdapat dua jenis yang harus terdapat dalam suatu putusan, 

sebagai berikut: 

a. Pertimbangan Mengenai Duduk Perkara; 

b. Pertimbangan Mengenai Hukumnya. 

Dalam pembagian peran antara pihak-pihdak yang terlibat dan hakim dalam proses 

pengadilan, tugas pihdak adalah untuk mengungkapkan peristiwa atau dengan kata 

lain, mereka harus memberikan informasi yang akurat tentang kejadian yang 

sebenarnya. Sementara tugas hakim adalah untuk memahami dan menerapkan hukum 

yang berlaku dalam kasus tersebut.13 

Peneliti menggunakan teori pertimbangan hakim sebagai dasar untuk membahas 

serta menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby. 

G. Metode Penelitian 

Penelitian ini penting untuk menghimpun informasi yang valid yang dapat 

digunakan untuk mengatasi suatu permasalahan tertentu, dengan mengandalkan data 

dan informasi yang telah dikumpulkan untuk memverifikasi kevalidannya. Menurut 

pandangan Soerjono Soekanto, penelitian merupakan usaha untuk mencapai 

 
13Nur Iftitah Isnantiani, “Legal Reasoning Hakim dalam Pengambilan Putusan Perkara di 

Pengadilan”, Jurnal Pemikiran Islam, Vol. XVIII, No. 2, (Purwokerto: Universitas Muhammadiyah, 

2017), hlm. 44 
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kesesuaian antara pengamatan terhadap fakta yang ada dengan menerapkan metode dan 

teknik tertentu.14 

Penelitian adalah metode ilmiah yang memiliki dampak signifikan pada metodologi 

yang penting dalam konteks penelitian dan dapat disesuaikan dengan objek 

pengetahuan yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks penelitian hukum ini 

adalah suatu proses untuk mengidentifikasi dan merumuskan peraturan atau ketentuan 

hukum, prinsip-prinsip atau adas hukum, serta doktrin hukum guna menjadwab 

masalah-masalah hukum yang muncul dalam masyarakat. Penelitian hukum memiliki 

karakteristik yang membedakannya dari bidang ilmu lain, sehingga ilmu hukum 

dianggap sebagai disiplin ilmu yang unik dan merupakan cabang keilmuan yang berdiri 

sendiri. 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian hukum merupakan metode untuk memperoleh peraturan hukum, prinsip-

prinsip hukum, dan doktrin hukum yang diterapkan dalam merespon permasalahan 

hukum yang timbul.15 Penelitian ini menerapkan metode penelitian hukum normatiif 

yang melibatkan proses penyelidikan dan analisis elemen elemen hukum seperti norma, 

peraturan, prinsip hukum, asas hukum, doktirn hukum, teori hukum, serta literatur 

hukum lainnya untuk memberikan solusi terhadap masalah hukum yang sedang diuji. 

Dengan kata lain, penelitian hukum normatif umumnya terbatas pada penelusuran 

 
14Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2007), hlm.3 
15Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 35 
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dokumen, termasuk perundang-undnagan, keputusan pengadilan, kontrak atau 

perjanjian, prinsip-prinsip hukum, teori hukum, serta pandangan para ahli sebagai 

sumber bahan penelitian. 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sebagai berikut: 

a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) 

Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk mengkaji 

semua peraturan hukum dan peraturan terkait yang berkaitan dengan isu hukum 

yang sedang dianalisis.16 Oleh karena itu peneliti akan menggunakan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945, Undang – Undang 

Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 tentang Perkawinan dan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang 

Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi 

Kependudukan, Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 

Tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam dan Surat Edaran Mahkamah 

Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi Hakim Dalam Mengadili 

Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar Umat yang Berbeda Agama 

dan Kepercayaan. 

 

 

 
16Soerjono Soekanto, Op.Cit,. hlm. 96 
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b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach) 

Pendekatan konseptual menurut Peter Mahmud Marzuki yaitu pendekatan yang 

diambil dari paradigma dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum.17 

c. Pendekatan Kasus (Case Approach) 

Pendekatan kasus adalah cara untuk mengamati bagaimana prinsip-prinsip 

hukum diterapkan dalam praktek hukum dan bagaimana norma-norma hukum 

yang diatur dalam aturan hukum digunakan dalam situasi nyata. Hasil dari 

analisis ini digunakan sebagai kontribusi untuk menjelaskan aspek-aspek hukum 

tertentu.18 

3. Sumber dan Jenis Bahan Hukum 

Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum  berupa sumber 

data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan 

hukum tersier, adalah sebagai berikut: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah mater hukum yang memiliki kewajiban hukum, 

termasuk norma dan prinsip dasar, peraturan dasar, serta peraturan perundang-

undangan. Bahan hukum primer yang diterapkan peneliti dalam studi ini adalah: 

 
17Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hlm.30 
18Jonaedi Effendi dan Johny Ibrahim, Metode Penelitian Hukum Normatif Empiris, (Jakarta: Prenada 

Media Group, 2018). hlm. 17 
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1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Undang 

Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan; 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan 

jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan; 

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang 

Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; 

5. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Bagi 

Hakim Dalam Mengadili Perkara Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar 

Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan; 

6. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 916/Pdt.P/2022/PN/Sby. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder adalah materi yang memberikan interpretasi atau 

penjelasan tentang bahan hukum primer, seperti buku teks, hasil penelitian dalam 

jurnal dan majalah, serta metode penelitian hukum atau pandangan para ahli di 

bidang hukum. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Bahan Hukum tersier adalah materi yang digunakan untuk memberikan panduan 

atau penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti 

kamus hukum dan kamus besar Bahasa Indonesia yang relevan dengan penelitian 

ini. 
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4. Teknik dan Pengumpulan Bahan Hukum 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan studi kepustakaan sebagai teknik 

pengumpulan data, studi kepustakaan adalah pengkajian informasi tertulis mengenai 

hukum yang berasal dari banyak sumber dan dipublikasikan secara luas dan 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, melalui peraturan perundang-

undangan, buku-buku, jurnal, serta artikel ilmiah yang mengkaji isu yang sama 

terkait pencatatan perkawinan beda agama di Indonesia. 

5. Teknik Analisis Bahan Hukum 

Peneliti menggunakan metode penafsiran hukum kualitatif sebagai pendekatan 

untuk menganalisis bahan hukum yang menjadi dasar penelitian. Metode penafsiran 

kualitatif ini melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum yang terdapat dalam 

perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta dokumen tertulis lainnya yang 

digunakan dan dianalisis untuk memahami secara komprehensif isu yang sedang 

diselidiki. Tujuan metode ini adalah untuk menemukan solusi terhadap masalah 

yang ada dan merumuskan kesimpulan sehingga hasil dari penelitian dapat 

diperoleh dari objek permasalahan yang sedang diteliti.19 

6. Teknik Pengambilan Kesimpulan 

Semua bahan hukum yang telah terhimpun akan diolah dan dianalisis sesuai dengan 

permasalahan hukum yang sedang dibahas, dengan tujuan untuk sampai pada 

 
19Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013). hlm. 105  
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kesimpulan. Dalam konteks penelitian ini, peneliti akan menggunakan metode 

deduktif. Metode deduktif adalah pendekatan yang digunakan untuk menarik 

kesimpulan dari prinsip-prinsip yang umumnya berlaku pada situasi kasus-kasus 

khusus. 
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